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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 28 April 1989,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik,
bertempat tinggal di Jorong Sijangek, Nagari Simpuruik,
Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, dan
nomor Hp xxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxxx, NIK , tempat dan tanggal lahir Baruh Bukit, 14 Februari 1993,
agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong
Baruah Bukik, Nagari Andaleh Baruah Bukik,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Oktober 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-
Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batusangkar dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada
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tanggal 08 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

dengan duduk perkara sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 26 April 2019, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 26 April
2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Baruah Bukik, Nagari
Andaleh Baruah Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan belum dikaruniai;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena;
4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang
suami seperti tidak mendengarkan permintaan Pemohon untuk tinggal
bersama Termohon, karena Pemohon bekerja di Baruah Bukik, dan

Termohon bekerja di Dharmasraya;
4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagia suami

Termohon, karena ketika Pemohon meminta ikut mencari kerja ke
Dharmasraya, Termohon menolak dan ketika Pemohon meminta
Termohon berhenti bekerja, karena Pemohon merasa sanggup untuk
menafkahi Termohon, orang tua Termohon tidak mengizinkan dan

Termohon merasa keberatan;
4.3 Termohon tidak mengizinkan Pemohon pindah ke

Dharmasraya namun ketika Pemohon ingin pindah dan bekerja ke
Palembang yang memiliki jarak tempuh lebih jauh dari sebelumnya

Termohon mengizinkannya;
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4.4 Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengantarkan dan
menjemput  Termohon ke Dharmasyara, namun Termohon

membolehkan menjemput dan mengantar sampai Lintau saja;
4.5 Termohon tidak ingin memberi tahu Pemohon dimana

lokasi pasti Termohon tinggal dan menetap di Dharmasraya,;
4.6 Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon

ketika Pemohon datang bersama orang tua Pemohon ke kantor

tempat Termohon bekerja;
4.7 Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah

tangga Pemohon dan Termohon bahkan mengancam Pemohon jika
Pemohon datang berkunjung ke Dharmasraya;

4.8 Termohon pernah marah kepada Pemohon ketika
Pemohon membuka hp milik Termohon dan hp Termohon selalu

dikunci dan Pemohon tidak mengetahui kunci hp Termohon tersebut;
49 Termohon ketahuan mengkonsumsi pil KB tanpa izin dan

sepengetahuan Pemohon;
4.10 Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon

layaknya orang tua sendiri karena ketika lebaran Termohon tidak ingin

mengunjungi orang tua Pemohon, bahkan orang tua Pemohonlah

yang datang mengunjungi Termohon dan keluarga Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dan
Termohon, dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 2023 pada saat
itu malam hari Pemohon dan Termohon bersiap-siap untuk pindah ke
Dharmasraya, namun pada pagi harinya Termohon berubah pikiran dan
meminta Pemohon untuk sabar terlebih dahulu, dan Termohon akan
mengurus pindah ke Batusangkar, namun setelah 3 hari kepergian
Termohon, Orang tua Pemohon menerima telepon dari keluarga Termohon
dan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin lagi menlanjutkan pernikahan
bermasam Pemohon dan orang tua Pemohon menyampaikan kepada
Pemohon, sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon
sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan 10 (sepuluh) hari lamanya;
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6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua
Pemohon di Jorong Sijangek, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab,
Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon tinggal
dan menetap di rumah orang tua Termohon di Jorong Baruah Bukik, Nagari
Andaleh Baruah Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha
untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai
dengan ketentuan syara’, dan Pemohon tidak bersedia memberi nafkah
kepada Termohon selama masa iddah karena Termohon durhaka;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan
hukum yang berlaku;
10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan
Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu

raji terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Batusangkar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
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sendiri (in person) menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan surat tercatat Nomor
541/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dan pada
hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan.
Selanjutnya ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu
halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Termohon tidak dapat
didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar
memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan
Pemohon tetap pada dalil-dalii permohonannya untuk bercerai dengan
Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-daliinya telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1304082804890001 atas
nama xxxx, tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah
diberikan meterai secukupnya, selanjutnya dicap pos di_nazzagelen.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis; serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sungayang Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat, Nomor 0034/014/1V/2019 tanggal 26
April 2019, telah diberikan meterai secukupnya, selanjutnya dicap pos
di_nazzagelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai; telah dinazegelen,

diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi
1. xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Jorong Sijangek, Nagari Sijangek, Kecamatan
Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan
Termohon karena saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah tanggal 26
April 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan
Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Termohon di Jorong Baruah Bukik, Nagari Andaleh Baruah Bukik,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan baik dan rukun, tetapi sekarang sudah tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
bulan September 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar terkait permasalahan
tempat tinggal ini;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak
mau hidup satu rumah dengan Pemohon, bahkan Pemohon
bersedia ikut Termohon hidup dan tinggal bersama di Kabupaten
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Dharmasraya, namun Termohon tetap menolak dengan alasan
yang tidak jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah
berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil;
2. xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Swasta, tempat
tinggal di Jorong Sijangek, Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab,
Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan
suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah
menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di
Jorong Baruah Bukik, Nagari Andaleh Baruah Bukik, Kecamatan
Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai
anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi
sebagai mamak Pemohon, telah bertemu dengan mamak
Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun
Termohon tetap kuat hati untuk berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak
mau hidup satu rumah dengan Pemohon, bahkan Pemohon
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bersedia ikut Termohon hidup dan tinggal bersama di Kabupaten
Dharmasraya, namun Termohon tetap menolak dengan alasan
yang tidak jelas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah
berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi a quo, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat
didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan
tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan
kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang
pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan memohon
kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan
permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat
dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal
145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat
Tercatat, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
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Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir
ke persidangan dan perkara a quo diperiksa dengan acara verstek tanpa
kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua
pihak beperkara, quod est Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil
sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara a quo adalah perkara yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir

selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah
karena permohonan izin cerai talak suami atas istri yang akad nikah keduanya
dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan
ketentuhan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti
P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan
dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki
kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (persona
standi in judicio) dalam perkara ini;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan
izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah
dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah
terjadinya perselisihnan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi
kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau
orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan
perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan
hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti
bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi ) dan P.2
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang
berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2)
R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
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secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat
(bindende) dan sempurna (volledig);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama xxxx yang kekuatan pembuktiannya telah
dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan
perkara a quo dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan
inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas
Pemohon dalam permohonan dan secara relatif perkara a quo termasuk
wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon
terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 26 April 2019 yang dilaksanakan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungayang Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat;;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon adalah Ibu Kandung Pemohon
dan Paman/Mamak Pemohon, keduanya bukan orang yang terlarang untuk
dijadikan sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah
memberikan keterangan di hadapan sidang (vide Pasal 171 R.Bg) dan di
bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah
menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan
ketentuan Pasal 308 R.Bg juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum
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Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga
dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi
dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui
oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang
dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah
memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas,
kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan
Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest)
dengan perkara a quo, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan
dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka sesuai
kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij bewijskracht), quod est
Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon
patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian
hanya tentang akibat hukum (rechtsgevolg), sebagaimana di atas, tetapi
berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber
pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon
dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan
September 2023 hingga sekarang;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah
yang menikah secara Islam tanggal 26 April 2019 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah KUA Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi

Sumatera Barat;
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2. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon
tidak mau hidup satu rumah dengan Pemohon, bahkan Pemohon bersedia
ikut Termohon hidup dan tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya,
namun Termohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu)
tahun yang lalu dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;

4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat
untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak
berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage
breakdown) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (onheel
baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah
supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara
hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon
untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa
angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan
seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua),
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun
sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 04
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada
angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat
dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari
keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan
berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri,
salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai
suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya
fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak

sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama
angka 1 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakukan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan
fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling
pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak
lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan

Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling
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melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi
komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan
dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula
upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat
nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap
bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah
tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an

surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan
(mafsadat) yang lebih besar daripada kebaikan (maslahat)nya, oleh karena
itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih
yang berbunyi :
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Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih
kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan
kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap

kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan
persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan
Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan
keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti
proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat
untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan
petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 227 yang dijadikan
sebagai pertimbangan Hakim:
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Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga
yang telah pecah (broken marriage), yang terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan
Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum
dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2
(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga),
oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka
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berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum

amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan
seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak,
dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum
Pemohon pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya

secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara
ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Batusangkar;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).
Penutup
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 11 November 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah
oleh Ahmad Fathoni, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Imam Mujaddid Alhakimi,
Lc. dan Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
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Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
tanggal dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nurainiwista, S.H. sebagai Panitera Sidang serta

dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Perkara : Rp
30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
d. Relaas Penyampaian Putusan :Rp 10.000,00
Proses :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 88.000,00
Pemberitahuan Putusan : Rp
#0311#,00
5. Meterai :Rp 10.000.00
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Jumlah 'Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)
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